
PEMERIhI]TAH KABU PATEIU I(A"TINGAN

PE:RATUFII"AN BUPATI KATINGAI'I
NOMOR E TAHUN 2iO1O

TENTANG

ITEMBENTUKAN FORUM KEIWASPIT\DAAN DlNl MAIiYARA'KAT (FKDM] DAN DEWAN

PENASEH'IT FORUM I(EWASI'ADAAN DINI MASYAFIIAKAT KAtsIJPATEN'

KECrIIMATA${ DAN DESA/KEfi-URAI'IIAN
D! KAE}UPATEN KATINIGAN

DENGA'[,| RA'HttllAT TUHAN YAhIG MAI'IA ESA

ffvlenimbang : a.

h.

il,rlengingat : 1.

EUPATI KATINGAN,

bahwa untuk nrelelrksanakan keterrtuan F'asal 12 Perirturan N[enteri

Dalam Negeri Nortnor 12 Tahun 2006 t.enrtang Kew,aspadaan Dini

Masyarakat, perlu menetapkan Peraturain Bupati Katingan tentangl

Pedoman Pemberltukan Penyelenggaran Forum Kevrraspadaan Dini

Masyarakat (FKDt\il) dan Dewan Pe,nasehart Forum Kerwaspadaarn Dini

Masyaraktrt Kiaburpaten, Kecamatan, Deri;a/Kelurahan di Kabupatert

Katingan;

bahwa ber<Jasarkan pertimbangan sebagimana dimaksuril dalam huruf a,

perlu diatur dan ditetapkan dengan Peratun,rn Bupati Katingan;

Undang-Undang Nomor 8 Talnun X985 tentapg Organisasi

Kemasyarakatan (l-embaran Negara Republik lndonesia Tahunr 198t>

Nomor 44, Tarnbilhan Lembaran lrlegara Republik Inrdonesia lNomor

32e8);

Undang-Urrdang; ldomor 2 Tahun 2002 tentang Keprolisian f',legara

Republik lrrdonesiia ( Lebaran Ne6lera Republik lndornresia lndonesiit
Tahun 20012 Nomor 2, Tambahan L.embariln Negana Rrerpblik lndonesiil
hlomor 416iB);

Undang-Undang l{omor 3 Tahun 2002 tentang Pertalhanan l.legara
(Lembaran Negarar Republik lndonesia Tahun 2002 Nonnor 3 Tamrbahan

Lembaran ltegara Republik lndonesia Nomor 4169);

Undang-tJndang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabrupaten
Katingan, Kabupaten Saruyan, F(abupelten Sukamana, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung lulas, lKabupaten Pulang Pisau,
Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Elarito Timur di Provinsl
Kalimantarr Tengalh ( Lembaran Neglara Republik lndone,sia Tahun 20012

Nomor 18 tanrbalran Lembaran ft,legara Republik lnrrjonesia Nomor
a180);

2.

3.

4.



5. Undang.Urrclang ?r[omor 10 Tahuln 2004 tentang P.gqbe.nturl1

Feraturan e,urrlOu,rg-Undangan (Lernrbaralr Negara Reprrblik lndornesiar

Tahun 2004 Nonror 53, Tambahan Lembaran Negara Nonlor 4389) ;

6. i.Indang-unrjang Nomor 16 Tahun it004 tentang Kejat'irsaan^Republik

[ndonesia t t-eriUarran ru"g"t" Reputllil< lndonesia Tahun 2004 hlomor

67, Tambanan 1umrlrrrn il"grra ReSrulclik lndonesiil Norrtor aa01);

7. Undang-Urrdlang Nr:rmor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritttahan Daerahr

(Lembaran ttu"ga*a Republik-.lndorresia Tahun 20041 Nomor 125,
'fambahan t."mlar,rn Negara Nomor 4437) sebagaiman'a telah diubahr

dengan UnrJang-Urrdang Nom91 I Tahurn 2005 teurtang Peraturant

lpemerintah Pen'ggranti Llndang-Undarng Ngmor 3 Tahun 2005 tentangl

lperubahan 4lsf"runoang-Unlang Nomon rz rahurr 20a4 tentangr

lpemerintatlrn O"r;r"n rienjadi Lndang-tJndang- (Lembaran Negarar

lRepublik lnrlonesiil Tahun 2005 l\lornor 108, Tambahan Lembaranr

h\legara Nonnor 45,[8), sebagaiamznna telarh diubah derngan undang-

runiang Nontor 12'Iaiiun 200-8 tentang Perrubahan l(eduarAtas Undang-

undang Nomor :x2 Tahun 200,{ tentiirng Pemerinrlahan Daerahr

4-t-em5-aran Nelara Republik lndonesia Tahun 2008 Nornor I Tambahart

llembaran Negara hlomor a3aQ;

g. rUndang-Uncfiang lrlomor 34 Tahun 2OO4 tentang Terttara, Nasionall

lndonelia (L.em"abarnan Negara Republlk lnrlonesia Tahun 2004 hlomor

1 27, T amba 1r a n il-ennbatun 
-N 

uga ra Relp ublik, I ndonesia Nomor 443€)) ;

9. Feraturan Pemerirrtah Nomor 6 'Tahun 1988 tentarng Koondilnasii

Kegiatan lpstasi \/ertikal di Daerah (Lembaran Nerl;ara Republikr

lnd-onesia T'iahun 1$gg Nomor 10 Tambahiln Lembaran lNegara filomor

3373);

10. peraturan pemerintah Nomor 38 Terhun 2007 tentarrg Pembragiart

Urusan Permerintahan antara Permerint;ith, Pemerinlahan Daeral'r

provinsidan pemanintahan Daerah l(rabupaliren / Kota (Lernnbaran Negarat

Republik lndonesii:t Tahun 2OO7 [',lomor 82, Tambahan Lembarart

Negara Nonnor 4731t)i

11 . peraturan Giubernurn Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahurtt 2007 tentanEl

Pembentukian Forum Kewaspadaan Dinli Masyarakat (FKDM) dan

Dewan penraseha1 Forum tiewaspadaan Dini Masyiarakat _Privinsi,
Kabupaten / Kota, l(ecamatan, Desa / Kelurahan di Kalimllntan Tengah ,l

l2.Peraturan l,ilenteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentangl

Kewaspadai,rn Dini lMasyarakat Di Dererah ;

l3.peraturan [.faerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pernrliragian Urusan

yang menjarii Kewernangan Pemerintiah Kan:rupaten Katingan (Lembaran

baeian Kib,r.rpat,en Katingan Tahun 21008 Nomor 3);



MlenetaPkan:

MEMUTUSKAIU;

PE,RATURAN BUP,A'l',ll TENTANG PEDTOMANI PEMBENTIIIKAI',I FORUMI

KEWASPADAA,N 
-oir,ri 

MASYAnATaT (rrg!!l: D'AN DEWANI

,ENASEHAT rOnrirllr KEwASiA'DAAhl' DlNl IIIIASYAR/\KAT

KIBUpATEN, XrCair,rerm DAN DIESATIffiLURAFIAN KABUP/\TENI

KI,TINGAN.

BAB I
KE'TENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan :

1. Femerintahian Daerah adalah Penyellenggiaraan urusan Pemerintahanr

oleh Pemerintah Direrah dan DPRD menurut asas oton'rrmi dan tugasi

pemuantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sisterrn danr

[rinsip NeE,ara ie,saiuan Republik lndon,esia sebagimana dimaksudl

dalam Undarng-gndang Dasar irl"g"ru, Ftepurblik lndonesia Tahun 1945;

2. Femerintah Daeralh adalah Bupati dan Perangkat Diirerah sebagaii

Fenyelenggara Pennerintahan Daerah ;

3. tsupati adalerh Bupaiti Katingan ;

4. Kabupaten ardalah l(abupaten Katingian ;

5. Camat adaliah Camat di Kabupaten Kiatingarn ;

6. Kecamatan ildalah kecamatan di Kahupaterr Katingan;

7. Kepala Des;a/Kelumhan adalah Kepala Dresa / Lurah di Kabupatent

Katingan;

L Desa/Keluratran adirlah Desa/Kelurahan di l<labupaten Kallingan;

L Fengusul arclalah Orrganisasi Masyanakat, Perguruan Tirrggi, Lembagar

penlidikan, Masy,arakat Umum/Adl;at, Lri:,mbaga Agama, Lernhagar

Femuda' satlinmai, Polmas yang selanjutn'ri'a disebut PerEusul;

10, Kewaspada;rn Dini lMasyarakat adalalr konclllsi kepekaan, kesiagaan danr

antisipasi milsyaral,iat dilam menghadapi protensi dan incliikasitimbulnya

U"n*na perang, berncana alam, maupun berncana karen ulah manusia;

11. Forum Kewaspadaurn Dini Masyarakat yang selanjutnya diisingkat F:KDMI

adalah wadah bagi elemen masarakat yarng dibentuk dalam rangkar

nnenjaga dan memelihara kewaspadaan dinii masyarakat;

12.tsencana adalah pr;ristiwa atau rang;kaian peristiwa yarrg disebabkart

oleh perang, alam, ulah manusia, dian pernyebab lainnyra yang.'dapali

rnengakibailian korliran dan penderitaian matrusia, keruginia harta benda,,

keruiakan lingkungi:rn, kerusakan sarana prasarana, dan llasilitas utrnum,

serta minimbulkan-gangguan terhadap tata lkehridupan darn penghiduparr

nnasyarakat;



l3.organisasirikemasyarakatan.yangselanjutnyadisebrrtormasadalaht
organisasi non pemerintah uerv'Ll kebarrgsaan yang dibentuk olehr

Warga Negara Rel6rublik lndonesia $ecara lukarela, berrbadan hukuml

dan telah tendaftar rs'erta bukan organisasi siayap partai pollitik;

14. satuan Perflindungan Masyarakat yarng s€]flaniutnya disairbut satlinmas

adatah berrtut<- il;g"G;isasian 
- 

rnisyarakat yang rlisiapkan. .dart
disusun serta iiileftati pengetahttan dnn ketrampilan di 

. 
bidangl

perlindungan mssryarakat' yang dlifasilitersi oleh pernerintah ataut

pemerintah daerah;

15,Perpolisian lvlasyarakat yang selanjyl[n],3 disebut Polmas adalah modell

perpolisian ,,;g' menefintan 
-kemitra;an yang serrjajar . denganr

l.,riyrrrtat 
-lokll 

dalam menyel'lsaikan dan menrgatasi . setiapr

permasalahan sosirial yang ,"nga,,n"", keamanan rcllan ketertibart

m asya rakat se rta kr+tentrami n ke h id u pan rnasya rakat setempat;

BAB II
PEIIiJIBENTUKAN FKDM

Pasal 2

(l)SyaratCalonl\nggota.FKDMKabupaten'Kecamatandanr- ' 
Desa/Kelurahran selbagai berikut:
a. Penduduk Kabu;raten Katingan'
h.Bertempa'rttinggaldiKabupatenKatingansekurang.kurang

5 (lima) T'ahun.

a. Bertaqw. r"pro* Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada Pan'casilar

dan Undi:rnd-Unriang Dasar 1945

d. Tidak penrah terllibat-dalam berbagai kasus kejahatan i.xtau kekerasanr
- 

di masYanakat.
e. Tidak pernah terlibat dalam kasus penggunaan robat terftarangl

(NARKOI3A).
f. Berkepribriirn baik dan penuh pengarbdian terhadarp kepentingant

sosial kemasYarakatan.

(2) Calon anggota biaru FKDM yang .mernenuhi syarat sebagaimanat

,diamaksud prada ayat (1) harus diusulkan :seffira tertulis oleh penrgusul

dengan melampirkern fotocopy KTP'

(3) Calon anggota pengganti antar waktu FKDIVI karena angSlota menin.gga'l

dunia yang mem.ilIni syarat sebagaimaura.dimaksud pada ayqt-(1)

harus diusutt<an seoara tertutis oleh pi:ngusruldengan meliampirkan KTP.

(4) Calon Anggota pengganti antar waktur FKDM. l(enena anggot€r

mengunau*in diri yang memenuhi 5ryarat sebagaimana dimaksud padel

ayat (1) harus diuLulkln secara tertr.rlis oleh Perrgusull yang diwakili

Jlngin' melampirkan fotocopy KTP dan fotocopy surat pernyataarr

pen[undurarr diri dari anggota yang diganti'

(5) Calon anggota pengganti antar waktu FKDt\/l karena anggrcta tid.ak d.apat

melaksanakan 
"tugrii, 

yang memenuhi syinrat sebagainlana dimaksucl

ayat pada ayat (1] harus diusulkan $ecarar tertu.lis oleh pengusul yangl

Oitrvafiti denian'nlelampirkan fotoctlpy KITP dan daftiar hadir mpat

anggota FKDM-



Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah menerima dan menampung usulan calon anggota

baru atau rirsulan pengganti antar wirktu dari pengusul'

t2) pembentukan su,sunii kepengurr.rsan anggota FKDllr4 berdasarkan\-' 
m-usyawarah angglota FKDM, ya-ng rJituangkan datam ts'erita Acara'

(3) Susunan p"nguiui" sebagaimlnJniimaksurd pada ayat (2) ditetapkan

dengan kePutusan KePala Daerah'

Pasal 4

(1) Anggota FKDM be,rakhir aPabila :

a. i5tan selesai Inasa bakti selama 3 Tahun

b. Meninggaldunia
c. Mengulrdur diri
d. Tidak clapat melaksanakan tugasl

(2') Anggota FKDM sr-'bagaimana dimzlksud pada ayat (1) huruf a d.anal

diusulkan 6an ditetapfan kembali hanya urntuk 1 (satu) lkali maser bakti

berikutnYa 
Pasar 5

(1) FKDM dibentul< di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Krerlurahan'

{2\, Pembentul<an FKIDM sebagaimana dimakstrd pada ayart (1)-dilakukan

oleh masyarakat,can dipasilitas olelh Penrerintah Daemh, Kecamatan

dan Desa / Kelurarlnan.

(3) FKDM sebagafian1;an dimaksud pacla ayat (1) memiliki l"rubungan yang

bersifat konsu lfratiXr.

Pasal 6

(1) FKDM mempunydtugas :w 
a. Menjaring, menampung, niengkoordinasfikan dan

mengoilnunikasikan data'dan informasi dari masyanakat menrgenai

poteisi anc,atrlan keamanan, gerjala alirU .peristiwa tr'enOana d-alam

iangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini.

b. Memberrikan iekomendasi sebagai hahan pertinirtbangan bagi

Bupati mengenai kebijakan yanrg berkrraitan dengan kewaspadaan

dini masYarakart.

(2) FKDM Kecamatan sebagaimana dinnaksud mempunyaitugas.

a. Menjarilng, menampung, mengkoordinarsikan danr

*"ngr*rnikasikan data-dan inr'formasi dari masyarakat menrgenaii

poteisi ancaman keamanan, grajala atau peritiwa b'encana rlalam

iangka upaya pencegahan dan perranglgulanganny'a secara dini.

b. Memberikan rekomendasi sehagai bahan pertirnnbangan bagii

Camat mengenai kebljakan yanrg berkaitan dengan kewaspadaanr

dini mersYarakat.



(3) FKDM Desa / Kelurahan mempunyetitugas :

a. Menjaring, menampung' rngn,Okgordinaslkan danr

mengk*munikasikan Oati aai' informasi dari masyanakat meng-enaii

potensi ancaman keamanan' gejala atau peristiwa br:lncanan dalam

rangka ,p"V, ,f*"*gtnan aai penanglgulangannya secara dirni'

b. Membenikai- iefomlndasi sebagai 
- bahan pertinlbangan bagi

xepata Desa / lurah mengenai xebilat<an yang ben[<aitan derngan

kewasPadaan rJini-

Pasal 7

(1) Dalam rangka pennbinaan F5qM, di tlentnrk Dewan Perrasehat Forumr

' Kewaspadiian blni Masyarakat di Klabupatten, Kecamatan dan Desa /

Kelurahan.

(2) Dewan Penasehart FKDM sebagaimanar dirnaksud pada ayat (1)

mempunyaitugas :

a. frfemUaniu Kepala Daerah merumuskan kegijakan clalam'

mernelihara l<ewaspadaan dini masyarrakat'

b. Memfersiiatasi rruuungan kerja antarer FKDM dengian Pemenintah

Daera h d alarn memeliha ra kewaspadlaan d ini mas)f iarakat'

(3) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kabupaten sebergaimana ayat:
\- ' 

(1) ditliapklan olelr Bupati dengan susunan keanggotaan :

a. Ketua : Wakil BuPati

b. sekretaris : Kepala g'aoan Kesbang, Folitik dan Perlindunganr

c. Anggotar

Masyarakat.
: t. KRPOLRES

2. Komandan KODIM
3. Kepala Kejallsaan ltlegeri
4. Pos Daerah lillltl.
5. Kepala Dinas Keseiahteraan Sosiial atau Satuanr

Penanggularrgan B'roncana Alam.
6. Kepala Kanto,r lmignasi

T.Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil'

8. lnstansiterkatit

(4) Keanggotetan Deuuan Penasehat [:KDM Kecamatan sebagai manal

OimatisuO ayat (1) ditetapkan oh,h Bupati dengan susiunat'lr

keanggotailn:
a. Ketua :Camat
b. Sekret;aris : Sekretaris Kecamateirn

c. Anggota : Pejabat terkait di tingkat kecamatan

(5) Keanggotaan Elr,ewan Penasehat FI(DM Desa / Kelurchan

sebagiimana dinnaksud ayat (1) diteprrrakan oleh Elupati dengant

susunan kelanggollaan :

a. Ketua : KePala Desa / Lurah

b. Sekretiaris : Sekretaris Desa / Lumh

c. Anggota : Pejabat terkait di Detia / Kelurahant

BAB III
PENiGAVI'/\SAN DAN PELAIIDORAhI

Pasal 8

Bupati melakukarn pengawasan terhadap Camat danrr Kepala Desat

/Lurah serta instansiterkait di Daenah.



Pasal 9

(1) Pelaksanaan pernbinaan.-penyelengEaraan. kewaspadlaan dini danr

pembentul rn ?i:Oft4 di K;bu-paten--dilap'orkan. oleh fi3upati kepadar

Gubernun O"ng"nl'i"*O*"n' kepacla ir{enteri .Koordinator 
Politik,

Hukum darn Kelrnanan, Menteri Dralam lrlegeri, Ment'elri Peftahanan'

Kepala t<,rpot-iriroi- Negara Repul:rlik lnc{onLsia dan Kepala Badan

(2lLaporansebagaimanadimaksudpada-ayat(tldilakukanSecara
berkala setia;" o Gnam) bulan pada Eiulan Januari dan Julli danr

sewaktu-u'aktu jika dipandang perlu'

(3)Dalamkeadaanmendesrrk,rnekanismepelaporan,
sebagaimnnaoimarsuopadaayat(1).clan(2).dapra,tdisampaikan
secara lisan se*a Japat melampluihirarki yang ada, derrrgan keterntuan

tetap ."g,u* *enyampairan lapc,ran dan tembusan tertulis secara

hirarki.

BAB IV
F'ENDANAAN

Pasal {0

(1) Pendanaanr bagi penyelenggaraan kewa:spadaan dini masyarakat di:

Kabupatenr didlnii diri dan atas beban Anggaran Perndapatarn dan

Belanja Daerah KabuPaten

BAB V
SIEKRETARIAT

Pasal 11

(1) FKDM dalam rneliaksnakan tugasnyra dapart membentuk sekretariat

sesuai denlgan ketentuan'

BAB VI
KET'ENTUAN PERAT.IHAN

Pasal 12

(1) Pedoman pernbentukan FKP$..3t?Y.. ya'tg seienisnva' yang telaht

terbentuk *"nutu*, pedoman ini diterbitkan, agar segera menyesuaikant

paling lambat 1 (satu) tahun.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peral[uran Bupati ini, sepanjangl

mengenal pelak,r;anaannya tenniasuk llugas secitftl rinci, akant

ditetipkan deng;enn Keputusan Bupati'

(3) Hal-hal metngenai teknis_peleksanaannyair diataur dengan Keputusart

FKDM s*sua'i Peraturan Perundangan yang berlaku'



BAB. VII
KETIENTUAN PENUTIJF}

Pasal 13

PeraturanBupatiinimulaiberlakupadatanglgaldiundangkan.
Agar setiap orang" mengetanuinya, mei:rrerintahkan ;lengundangan

PeraturanE}upatiiirridenganpenernpatannyadalarnlBeritaDaerah
KabuPaten Fratingan.

Ditetapkan di lriasongan
pada ietnggal, 3Q Januarii 2010

BI..IIPATI I(ATINGAN

Diudangkan di Kasongan
padatanggal, 51 Januarri 2010

F'It. SEKRETARIS DAERI\I-N

KAtsUPATE:N KATINGAIN,

t,
DI.IWEL II.AWING

CHRISTANTWO TATEL Llt,DJLt

Eil=RtTA DAERAHT KABUPATHN KAI'INGAN TAHUN 2{010 NOMOR ' '+' ' "

t[l$li:r,G irp,hi ?4'"! d,,u.i [M'

trril:, ffi!/riffi

il $tl,A;,luffi,l ,rt,iG


